
 

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jalan Haryono MT.  No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267 

RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 

NOMOR : 970/ 44 / BPBD / 2021 
 

TENTANG 
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 
 

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN KABUPATEN TAPIN, 

 

Menimbang :  a .   Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin; 

b .   Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk 
membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 

c .  Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun 
dan Penerapan SAKIP Tahun 2021 dengan Keputusan 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang 
Pembentukkan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Adminstrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukkan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan 
Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Review Atas Laporan Kinerja; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Derah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat 
Daerah Kabupaten Tapin; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. 



 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan:  
KESATU :  Membentuk TimSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini; 

 
KEDUA :  Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan 
sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada kepada Kepala 
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Tapin;  

 
 
KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : 
                                                       . 

1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan kinerja; 

2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan 
Rencana Strategis Daerah; 

3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja 
Badan dengan Indikator Kinerja Daerah; 

4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat; 
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja 

pejabat; 
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan; 
7. Menyusun laporan kinerja; 
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; 
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem 

Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis 
teknologi informasi. 

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerinta (SAKIP) meliputi: Perencanaan 
Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tapin; 

11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 
penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana 
Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja; 

12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja 
yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian 
kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan 
Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana 
Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin. 

 



 

 

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku 

sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   
 
 
 

Ditetapkan di Rantau 
Pada tanggal 14 Oktober 2021 

 
Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Tapin, 

 
     
        
    

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Bupati Tapin; 
2. Wakil Bupati Tapin; 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin; 
4. Inspektor Kabupaten Tapin; 
5. Yang bersangkutan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran: Keputusan Kepala Pelaksana BPBD  
    Kabupaten Tapin 
Nomor   : 970/ 44 /BPBD /2021 
Tanggal :14 Oktober 2021 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

NO. KEDUDUKAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM JABATAN 

1. Pengarah Reformasi Birokrasi Kepala Pelaksana 

2. Penanggung Jawab SAKIP 
 
 
 
 
 

Sekretaris  
 
 3. Sekretaris 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan 

4. Anggota 
Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan  

5. Anggota Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

6. Anggota 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

7. Anggota 
Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian  

8. Anggota Kepala Sub Bagian Keuangan 

9. Anggota Kepala Sub Bidang Pencegahan 

10. Anggota Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan 

11. Anggota Kepala Sub Bidang Kedaruratan 

12. Anggota Kepala Sub Bidang Logistik  

13. Anggota Kepala Sub Bidang Rehabilitasi 

14. 
 

Anggota Kepala Sub Bidang Rekonstruksi 

15. Anggota Analis Mitigasi Bencana 

16. 
Anggota 

Pranata Bencana 

 
Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Tapin, 

 
 
 
 

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 


